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PUTUSAN
Nomor 6617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

2 oW »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili
perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, antara pihak-pihak :
PENGGUGAT, NIK 3507205011970001, tempat/tanggal lahir Malang, 10
Nopember 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Malang Provinsi JawaTimur dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya DALU E. PRASETIYO, S.H., Advokat,
beralamat di Sidoluhur No. 14 A Kepanjen Kabupaten Malang
Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
15 Nopember 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang pada tanggal 04 Desember 2020 dengan
Nomor : 3942/Kuasa/12/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 35072019900003, tempat/tanggal lahir Malang, 19
September 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang
Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember

2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Malang Nomor 6617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang
sah pada tanggal 29 Juni 2012 di Malang dan telah dicatatkan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sesuai kutipan akta
Nikah Nomor : 357/85/V1/2012;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun,
harmonis dan tinggal bersama — sama di Rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah
melakukan hubungan sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)
anakPerempuan yang bernama;

1. ANAK I, NIK ; 3507204511120001 yang lahir pada tanggal 05

November 2012;

2. ANAK I, NIK; 3507206109160001 yang lahir pada tanggal 21

September 2016;
4. Bahwa sejak tahun 2017, Perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai
mengalami “permasalahan/keretakan” rumah tangga yang menimbulkan
rasa “tidak ada ketentraman” dan “ketidakharmonisan”, disebabkan karena
Tergugat memiliki sifat yang sangat emosional dan beberapa kali melakukan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan bersikap kasar dan
seringmenamparkepada Penggugat, pada saat Penggugat menegur dan
menasehati Tergugat agar mengubah perilaku Tergugat tersebut, Tergugat
tidak mau mendengarkan dan malah berakhir dengan Pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat melakukan KDRT lagi pada
Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kedua
anaknya perempuannya dan kembali kerumah orangtua Tergugat, sehingga
sejak saat itu Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah bersama anaknya Tergugat
dan Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi sampai saat ini dan
Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dari Penggugat
dan Ayah dari anaknya, yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak,
Sehingga Penggugat lah yang selama ini memenuhi kebutuhan hidup,
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merawat dan mengurus anaknya disamping harus bekerja sebagai seorang
Pelayan di sebuah warung bakso pada kota Surabaya ;
7. Bahwa selama bertahun-tahun Penggugat telah berusaha mencari solusi
atas permasalahan rumah tangganya namun tidak berhasil. Dan Penggugat
juga sudah melakukan mediasi dengan melibatkan anggota keluarga
Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;
8. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat sebagai kepala
rumah tangga juga tidak ada itikad untuk membina dan melanjutkan rumah
tangga, sehingga Penggugat berpendapat perceraian adalah satu-satunya
yang terbaik demi kelangsungan hidup yang lebih baik di masa mendatang;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,
menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka
alasan-alasan yang di dalilkan oleh Pemohon dianggap telah memenuhi
menurut hukum dan dapat diajukan Gugatan cerai;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kepanjen qq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk
memeriksa, mengadili serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2012 di Malang dan telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sesuai
kutipan akta Nikah Nomor : 357/85/V1/2012, putus karena perceraian;
3. Menyatakan kedua anak perempuan yang bernama:
1. ANAK I, NIK ; 3507204511120001 yanglahir pada tanggal 05
November 2012;
2. ANAK I, NIK; 3507206109160001 yang lahir pada tanggal 21
September 2016;
Dibawah penguasaan (dalam Asuhan dan Pemeliharaan) Penggugat

sampai mencapai usia dewasa menurut hukum.
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4. Menghukum Tergugat untuk menafkahi anaknya sampai usia dewasa
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Bilamana Pengadilan Agama Kepanjen berpendapat lain mohon putusan
seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang
diwakili Kuasa hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan,
sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau
wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
dengan relaas Nomor 6617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Desember
2020, 16 Desember 2020 dan 23 Desember 2020 yang dibacakan di depan
sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata
ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut
hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat
selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah
tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
357/85/V1/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten
Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
menghadirkan sat orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi : SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan
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Penggugat sebagai sepupu Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan

sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah kediaman bersama rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang
diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun
dan harmonis, hanya sejak tahun 2017 sampai sekarang rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih
dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering
adalah cekcok mulut;
-  Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat memiliki sifat yang sangat
emosional dan beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) ;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena
rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtua
Tergugat selama 2 tahun 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat
sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena

Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam asuhan Penggugat kedua anak
tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat adalah seorang
ibu yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi
tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat
bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan, kemudian Ketua
Majelis menjatuhkan putusan sela Nomor : 6617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
tanggal 05 Januari 2021 yang amar pokoknya memerintahkan agar Penggugat
untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir eed) di depan sidang, dan
Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat
dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena
itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya
Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus
perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan
terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh
pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa
yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan
untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk
mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat
kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor
3942/Kuasa/l2/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 04 Desember 2020, yang
didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum
yang bernama DALU E. PRASETIYO, S.H. Dan kuasa hukum tersebut
melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat
Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh
karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk
beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat
kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya
ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam
perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama
Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana
ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits
Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 :

S e aSla ) o et DB alug e d) e ) O sl 0
PURE VI S RVE PUFROR JVA AL
Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat
tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan
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pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk
kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang
setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat
alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan
dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim
tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang
menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan
perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsagan gholidhon
(ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis
tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka
nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat
berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi
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seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil
saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua
saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun
namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu
memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu
orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian maka dengan
Penggugat telah dibebankan mengucapkan sumpah supletoir, sesuai maksud
pasal 155 HIR ayat 1 mengatakan “jika kebenaran gugatan atau kebenaran
pembelaan atau itu tidak cukup terang, akan tetapi ada juga kebenarannya,
dan sekali-kali tidak ada jalan lagi akan menguatkannya dengan upaya
keterangan-keterangan yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat karena
jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah, baik oleh karena itu untuk
memutuskan perkara itu atau untuk menentukan jumlah uang yang akan
diperkenankan.” (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan
pasal 54 UUPA Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Rasulullah telah memutus suatu perkara dengan
satu saksi dan sumpah Penggugat/Penggugat berdasarkan hadits Rasulullah
dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al-Qasthalany,
halaman 219, sebagai berikut:

iy oy b alwg anle alll (Lo alll Jgw, Of;

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan
sumpah (penggugat/pemohon);”

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan
sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sehingga bukti
Penggugat tidak lagi merupakan unus testis nullus testis (satu orang saksi
sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti awal
sudah sempurna dengan sumpah supletoir;
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Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada 29 Juni 2012 dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK |
dan ANAK II;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai
sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus;

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat
dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;

4, Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat yang
sangat emosional dan beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT);

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
adalah sejak lebih kurang pada bulan Februari 2018, Tergugat pergi
meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtua Tergugat selama 2
tahun 10 bulan hingga sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan,
baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut,
menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri
serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan
keharmonisan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan
sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;
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Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik
layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal
merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga
perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan
rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain
saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,
proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang
kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah
sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya
pernikahan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah

tuntunan dari gaidah fighiyah :
dale A (3 (3 (pa g Al b (pa i Vg y Y
Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari gaidah fighiyah tersebut dan

dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi
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mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh
memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian
dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabig dalam Kitab Fighu
as Sunnah, Juz Il, halaman 249 :

-

Ll O Spdal) algs dae plhiew ¥ g ol ) Aagi) ced 13
13 Al Adlh ali) il diag Gyl el Cpe il o) gl sa

Legs WYY L8 Jass )yl Sl
Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,
melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya)
sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan
bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak
tercapal, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Hadlonah
Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum
nomor 3 merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa selama Penggugat dan

Tergugat menikah mempunyai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan
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Penggugat, karenanya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai
pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan
keterangan Penggugat tersebut, maka ada tiga aspek hukum yang penting
untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah hasil perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;

3. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa guna memecahkan permasalahan di atas, harus
memegang teguh prinsip hukum pembuktian yang secara metodologi dijadikan
sebagai “alat ukur standar” dalam menetapkan beban bukti maupun nilai
pembuktian suatu dalil, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum
lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian
yang menegaskan :

- bahwa jika Tergugat yang sengaja tidak hadir dalam persidangan
sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengajukan
tanggapan terhadap gugatan Penggugat harus dianggap sebagai tidak ada
bantahan atau penolakan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, dan
dalam hukum acara perdata, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan
mengakui, dan hal-hal yang sudah diakui oleh pihak lawan tidak perlu
dibuktikan lagi dalam persidangan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi alat ukur standart
pembuktian diatas, oleh karena Tergugat sengaja tidak hadir dalam
persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak
mengajukan tanggapan terhadap gugatan Penggugat maka harus dianggap
sebagai tidak ada bantahan atau penolakan dari Tergugat terhadap gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga
mengajukan satu orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan yang disampaikan a saksi

adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri
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dan keterangan tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa
sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR kesaksian dua orang saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga
dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan
bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara
suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara
orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah
pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak
mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang
sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-
anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis
pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,
untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah
diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting
kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada
anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli
oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta
sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat
yang bernama ANAK | dan ANAK II, yang saat ini keduanya diasuh dan tinggal
bersama Penggugat, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan
jiwa anak secara psikis jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional
dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan

hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah
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ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan
anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi
“asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak
asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian,
aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping
mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan
aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan
memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan
komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak
dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi
menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat
hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak
dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek ahlak dan moral yang sangat penting adalah
apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berahlak terpuji atau
tercela, karena kalau berakhlag buruk maka akan membawa dampak yang
buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk
menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah
orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan
sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah
pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut
dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah
apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit
menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak

tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela,
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agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau
punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi
kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif
belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum
mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka
penerapannya dalam kasus ini adalah dengan apakah Penggugat memenuhi
standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan
anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang
diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan
anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah
dalam Al-Qur’an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

parls 15905 1lao 5,5 pgils 0o 1955 5) 0ull Gusnls
Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ...... i

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang
harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non
diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat
anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam
Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan

setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana
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pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan
dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan
perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai
fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak
ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan
dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang
demikian, maka petitum Penggugat yang meminta hak asuh anak dinilai telah
berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat
Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat
“mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah
for the best interest of the child (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini
apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan
kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya
tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah
nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat yang
menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti
pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya
gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 3 dapat dikabulkan;
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Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya
yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan kedua anak perempuan yang bernama:

a. ANAK [, NIK ; 3507204511120001 yang lahir pada tanggal 05

November 2012;

b. ANAK I, NIK; 3507206109160001 yang lahir pada tanggal 21

September 2016;

Dibawah penguasaan (dalam Asuhan dan Pemeliharaan) Penggugat sampai
mencapai usia dewasa menurut hukum ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Januari
2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh
kami Drs. SANTOSO, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD
SYAUKANI, S.H., M.H dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim
Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H.,
sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
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Drs. H. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H Drs. SANTOSO, M.H.
Hakim Anggota Il,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Panitera,

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H.
Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. PNBP Kuasa : Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
5. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai . Rp. 12.000,-
Jumlah : Rp. 457.000,-

(empat ratus lima pquH tujuh ribu rupiah)
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